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Abstrak

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa penyelesaian per-
kara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan
(litigation) dan luar pengadilan (non litigation). Untuk kasus seng-
keta bisnis maka pengadilan yang berwenang adalah Peng-
adilan Negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum
sedangkan luar pengadilan diantaranya dapat dilakukan melalui
Lembaga Arbitrase. Dengan demikian masing-masing lembaga
merasa memiliki kewenangan untuk memeriksa mengadili, dan
memutus suatu perkara bisnis sehingga terjadi tarik-menarik
kewenangan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hu-
kum. Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang kewe-
nangan masing-masing dari Pengadilan Negeri dan Lembaga
Arbitrase dalam memeriksa mengadili, dan memutus suatu
perkara bisnis yang selaras (konsisten) dengan asas-asas hu-
kum yang berlaku di Indonesia.
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A. Pendahuluan

Membentuk tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam
suatu wilayah menjadi tujuan semua negara di belahan dunia. Untuk
mewujudkannya setiap negara memiliki cara tersendiri, tidak ter-
kecuali di Indonesia. Tujuan negara dicantumkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
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memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Diantara cara yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan
tujuan negara tersebut adalah dengan melakukan pembangunan di
berbagai bidang yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, so-
sial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal ini dituangkan da-
lam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdasarkan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Terdapat dua bidang yang menjadi prioritas dalam pem-
bangunannya yaitu bidang ekonomi dan hukum. Hal ini dikarenakan
bidang-bidang tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan
masyarakat. Bidang ekonomi sebagai ukuran standar kemakmuran
suatu negara sedangkan bidang hukum sebagai standar keadilan
suatu negara. Pembangunan atas dua bidang ini akan berimplikasi
signifikan kepada bidang-bidang yang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional pasca krisis moneter dalam
kurun waktu 15 tahun (1998-2013), pertumbuhan perekonomian
nasional berkembang ke arah positif. Hal ini bisa dindikasikan
dengan meningkatnya kesejahteraan secara umum, pada periode
2007-2010 pertumbuhan konsumsi riil pertahun untuk semua
golongan pendapatan mengalami peningkatan. Golongan bawah (1-
40%), dan golongan atas (60% teratas), yaitu golongan menengah
dan golongan kaya." Di tambah dengan adanya proyeksi terhadap
pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun semakin membaik. Tahun
2008, yaitu 6,06%, 2009, yaitu 3,5-4,5%, 2010, yaitu 4,5-5,5%, 2011,
yaitu 5,0-6,0%, 2012, yaitu 5,4-6,4%, 2013, yaitu 5,7-6,7% dan 2014,
yaitu 6,0-7,0% yang meliputi konsumsi masyarakat, investasi swasta,
konsumsi dan investasi pemerintah, ekspor dan impor barang dan
jasa.”

Perkembangan pada bidang hukum dilakukan dengan dua cara
yaitu: pertama, dengan membentuk institusi-institusi baru di bidang
hukum yaitu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan lain-lain

! www.bappenas.go.id
2 Proyeksi Bank Indonesia Januari 2009.
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dalam rangka memperkuat institusi-institusi hukum yang sudah lama
ada (kepolisian, kejaksaaan, dan kehakiman). Kedua, dengan mem-
bentuk aturan-aturan baru (regulasi) dan melakukan revisi atas ber-
bagai aturan lama (deregulasiy guna mendukung penegakan hukum
(law enforcement) di Indonesia.

Hasil dari pembangunan kedua bidang tersebut Indonesia
menjadi salah satu negara yang memiliki ketahanan perekonomian
nasional terbaik di dunia serta mampu berbicara banyak dikancah
dunia internasional. Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan
dan kelemahan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah selanjut-
nya untuk memperkuat kelemahan dan menutup kekurangan ter-
sebut.

Mengingat kegiatan bisnis yang terjadi di dunia jumlah
transaksinya sangat banyak ditambah dengan adanya kesepakatan-
kesepakatan regional maupun internasional untuk menghilangkan
hambatan-hambatan dalam perkembangan ekonomi dunia seperti
pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dan
pembentukan pasar bebas dunia tahun 2020 maka dapat dipastikan
akan banyak sengketa yang terjadi akibat transaksi bisnis tersebut dan
sangat sulit untuk menghindarinya. Apabila sengketa bisnis dibiarkan
atau lambat dalam penyelesaian maka akan berdampak negatif
terhadap perkembangan dunia usaha, pembangunan ekonomi tidak
stabil, produktifitas menurun, dan dunia bisnis akan rnengalami
kemunduran.

Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu rnelalui pengadilan (/#gation) dan luar pengadilan (non
litigation). Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 10
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang
berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya. (ayat 1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup

usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. (ayat 2)
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Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut
Undang-Undang Arbitrase) menjelaskan terdapat 3 bentuk penye-
lesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Negosiasi, Mediasi, dan
Arbitrase. Perbedaan dari segi teknis antara negosiasi dan mediasi
adalah ada atau tidak adanya pihak ketiga sebagai penengah bagi para
pihak yang bersengketa. Apabila terdapat pihak ketiga yang menjadi
penengah maka dinamakan mediasi dan sebaliknya. Pada arbitrase
sudah ditetapkan terdapat arbiter sebagai penengah bagi para pihak,
memiliki prosedur beracara tersendiri, dan terdapat tempat beracara
baik bersifat permanen ataupun sementara (ad hoc).

Pada umumnya kalangan dunia usaha dan dagang lebih
menyukai penyelesaian di luar pengadilan seperti melalui negosiasi,
mediasi atau lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketanya
dibanding pengadilan dengan alasan diantaranya adalah kerahasiaan
sengketa para pihak terjaga, putusan selesai dan mengikat (final and
binding), para pihak dapat menentukan arbiter, pilihan hukum,
proses dan tempat penyelenggaraan serta prosedural sehingga dari
segi waktu lebih cepat dan dari segi biaya bisa lebih murah. Tetapi
pada kenyataannya, apa yang dikatakan di atas, tidak semua benar.
Kelebihan arbitrase yang paling utama dibanding pengadilan adalah
adanya sifat kerahasiaan dan keputusan tidak dipublikasikan sehingga
dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau
yang akan merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis pada
khalayak umum. Selain itu, dapat melindungi para pihak dari pub-
lisitas yang merugikan serta akibat-akibatnya seperti kehilangan
reputasi, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lain. Selain itu, putusan
yang dikeluarkan lembaga arbitrase bersifat terakhir dan mengikat
(final and binding) yang memiliki arti bagi setiap putusan yang
dikeluarkan tidak bisa dilakukan upaya hukum baik biasa maupun
luar biasa seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali schingga
para pihak tinggal masuk pada tahapan eksekusi. Pihak yang
dinyatakan kalahpun tidak bisa mengajukan gugatan perkaranya ke
pengadilan karena telah ada kesepakatan para pihak tentang lembaga
penyelesaian sengketanya yang tertuang dalam klausula atau per-
janjian arbitrase. Hal ini selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang
Arbitrase yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak
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berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat
dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase mengatakan
bahwa: “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak
para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”
Oleh karena itu, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri
wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu
penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali
dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pada kenyataannya (das seir) masih terdapat sengketa-sengketa
yang sudah jelas terdapat klausula atau perjanjian arbitrase dan telah
ada putusan arbitrasenya masih bisa mengajukan gugatan ke
pengadilan. Hal ini dapat di lihat dalam kasus-kasus sebagai berikut:
Pada kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International
PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta
Selatan tetap menerima gugatan Mayora dan menjatuhkan putusan
No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan
Mayora. Kasus yang lainnya adalah PT Berkah Karya Bersama
melawan Siti Hardianti Rukmana tentang kepemilikan 75% saham
PT TPI yang memiliki putusan PK dari Mahkamah Agung RI tahun
2014 padahal sebelumnya para pihak bersepakat untuk menyelesai-
kan perkaranya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Dengan demikian terdapat ketidakselarasan dari institusi-
institusi hukum yang seharus memberikan rasa keadilan melalui
putusan (kepastian hukum) berdasarkan peraturan yang berlaku
tetapi justru malah memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dan
tidak ada kesepahaman dalam melaksanakan suatu peraturan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti merumus-
kan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah Pengadilan Negeri
Memiliki Kewenangan Atas Perkara Yang Memiliki Klausul atau
Perjanjian Arbitrase Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor
30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketar

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis-normatif yaita menelitt dan mengkaji bahan-bahan
pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
dengan spesifikasi deskriftif-analitis yaitu yaitu menggambarkan secara
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sistematis, faktual, dan akurat segala fakta dan permasalahan yang
diteliti dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan
penyelesaian sengketa bisnis yang disesuaikan dengan rumusan
masalah. Penelitian dilakukan dengan tahapan penelitian kepustakaan
(library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik yang
digunakan adalah dengan studi dokumen yaitu meneliti dokumen
yang erat kaitannya dengan masalah penelitian guna mendapatkan
landasan teoritis ditambah dengan data dan informasi yang
didapatkan melalui internet. Analisis data yang digunakan adalah
analisis normatif kualitatif yaitu peraturan perundang-undangan yang
berlaku merupakan sumber atau titik tolak dalam penelitian ini
dihubungkan dengan informasi yang didapati melalui website resmi
maupun diskusi yang disampaikan oleh pihak narasumber terkait
digunakan untuk memperoleh suatu analisis data tanpa
mempergunakan angka-angka.

C. Kewenangan Pengadilan Negeri Atas Perkara Yang
Memiliki Klausul atau Perjanjian Arbitrase.

Secara konvensional untuk penyelesaian suatu sengketa di
Indonesia dilakukan di lembaga-lembaga peradilan yang dilaksanakan
di bawah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam ling-
kungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan Eeradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian setidaknya terdapat 2 institusi peradilan
negara di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsti-
tusi. Perbedaannya adalah dari segi kewenangan yang diberikan
kepada masing-masing institusi tersebut. Mahkamah Agung memiliki
kewenangan sebagai berikut:*

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali
undang-undang menentukan lain;

2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan

3. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

3 Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
4 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
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Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai
berikut:’

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Memutus pembubaran partai politik;

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;dan

5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kelima kewenangan MK tersebut, terdapat satu kewenangan
yang dicabut berdasarkan pada Putusan MK Nomor 97/PUU-
XI/2013 tentang pengabulan pengujian Pasal 236 C Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyebabkan MK tidak lagi
berwenang untuk memutus perselisithan tentang hasil pemilihan
umum termasuk pemilukada.

Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 badan peradilan yaitu:
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara. Perbedaan diantara badan-badan peradilan
tersebut adalah sebagai berikut:®
1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus,
dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili,
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
¢ Pasal 25 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28063/nprt/1011/uu-no-12-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28063/nprt/1011/uu-no-12-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/2/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
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Peradilan Umum yang ada di bawah Mahkamah Agung
meliputi:

1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota,
dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

2. Pengadilan Khusus meliputi:

a. Pengadilan Anak

b. Pengadilan Niaga

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia
d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berkedudukan di ibukota

provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi

e. Pengadilan Hubungan Industrial
f. Pengadilan Perikanan

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri adalah
sebagai berikut:’

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat
pertama.

2. Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan
dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah
didaerahnya apabila diminta.

3. Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang.

Objek perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri adalah
perkara pidana dan perkara perdata. Perbedaan antara keduanya
diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, perkara pidana adalah perkara yang pengaturannya
diatur dalam KUHP terkait kejahatan atau pelanggaran atau di luar
KUHP seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkoba,
Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana
Pencucian Uang dan lainnya yang masing-masing tindak pidana
tersebut memiliki payung hukum (aw wmbrella) masing-masing.
Perkara pidana juga adalah perkara yang bertujuan melindungi

7 Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.


http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Anak
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Hak_Asasi_Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Hubungan_Industrial
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Perikanan
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kepentingan umum yang penyelesaianya diwakili oleh Negara
(peradilan negara).

Kedna, perkara perdata adalah perkara yang pengaturannya
diatur dalam KUHPerdata/BW (Burgerlijk Wethoek) terkait tentang
orang, keluarga, benda, perikatan, waris, harta kekayaan, pembuktian
dan daluwarsa atau yang diatur dalam KUHDagang (Wethoek van
Koophandel) terkait perdagangan dan hak dan kewajiban yang terbit
dari pelayaran atau yang ditur di luar kedua aturan tersebut seperti
perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), perseroan terbatas (UU
Nomor 40 Tahun 2007), wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004), dan
peraturan yang lainnya. Perkara perdata juga adalah perkara yang
menyangkut  kepentingan  perorangan dan  penyelesaiannya
perkaranya bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan
pula.

Dengan demikian dapat disimpulkan Pengadilan Negeri
merupakan salah satu badan peradilan yang memiliki wewenang
untuk menyelesaikan sengketa perkara bisnis. Hal ini selaras dengan
Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman
menjelaskan lebih lanjut bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa bisnis tidak hanya dimonopoli oleh
lembaga-lembaga peradilan Negara tetapi juga dimungkinkan
dimungkinkan diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini didasarkan
pada Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”
Kemudian, diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Arbitrase
yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:
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Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat
diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan
diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
Bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku
untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak
sesual lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum
pada umumnya.

Pada Undang-undang Arbitrase setidak terdapat 3 bentuk
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi,
mediasi, dan arbitrase. Perbedaan dari ketiga bentuk tersebut
diantaranya adalah perbedaan dari segi teknis antara negosiasi dan
mediasi adalah ada atau tidak adanya pihak ketiga sebagai penengah
bagi para pihak yang bersengketa. Apabila terdapat pihak ketiga yang
menjadi penengah maka dinamakan mediasi dan sebaliknya
sedangkan pada arbitrase terdapat arbiter sebagai penengah bagi para
pihak, memiliki prosedur beracara tersendiri, dan terdapat tempat
beracara baik bersifat permanen ataupun sementara (adboc).

Masing-masing lembaga penyelesaian sengketa baik melalui
pengadilan (/itigation) maupun luar pengadilan (non /litigation) memiliki
kelebihan dan kekurangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:*

No. Pengadilan Luar Pengadilan
1. | Sengketa diketahui umum Kerahasigan sengket? para
pihak terjamin
Keterlambatan yang
5 Terikat pada prosuderal dan | diakibatkan oleh prosedural
" | administratif yang berlaku dan administratif dapat
dihindari
3 Hakim ditentukan oleh Para pihak dapat memilih
" | Ketua Pengadilan arbiter
Para pihak tidak dapat Para pihak dapat
4. | menentukan pilihan hukum | menentukan pilihan hukum
dan proses untuk dan proses untuk

8 Analisa ini diolah berdasarkan pada penjelasan UU Arbitrase.
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menyelesaikan masalahnya menyelesaikan masalahnya
serta tempat serta tempat
penyelenggaraan. penyelenggaraan.

Putusan mengikat para
pihak dan dengan melalui
tata cara (prosedur)
sederhana ataupun
langsung dapat
dilaksanakan.

Putusan mengikat para pihak
dengan melalui tata cara

5. | (prosedur) yang diatur dalam
hukum acara yang bersifat
kaku.

Kelebihan arbitrase yang paling utama dibanding pengadilan
adalah adanya sifat kerahasiaan dan keputusan tidak dipublikasikan
sehingga dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diingin-
kan atau yang akan merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis
pada khalayak umum. Selain itu, dapat melindungi para pihak dari
publisitas yang merugikan serta akibat-akibatnya seperti kehilangan
reputasi, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lain. Selain itu, putusan yang
dikeluarkan lembaga arbitrase bersifat terakhir dan mengikat (fina/
and binding) yang memiliki arti bagi setiap putusan yang dikeluarkan
tidak bisa dilakukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa
seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali sehingga para pihak
tinggal masuk pada tahapan eksekusi. Pihak yang dinyatakan kalah-
pun tidak bisa mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan karena
telah ada kesepakatan para pihak tentang lembaga penyelesaian
sengketanya yang tertuang dalam klausula atau perjanjian arbitrase.

Hal ini selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase
bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa
para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian,
Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase ayat (1) mengatakan bahwa
adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang
termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dan pada ayat (2)
mengatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan
campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang
ditetapkan dalam undang-undang ini. Adapun hal-hal tertentu yang
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi:
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Pengangkatan arbiter’

Hak ingkar terhadap arbiter’

Pendaftaran putusan arbitrase'’

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.'
Pembatalan putusan arbitrase'’

Terkait dengan campur tangan Pengadilan Negeri dalam
pembatalan putusan arbitrase harus diduga terdapat unsur-unsur
sebagai berikut:

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah
satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dengan demikian hanya terdapat 5 hal yang diperbolehkan
oleh undang-undang atas campur tangan Pengadilan Negeri terhadap
lembaga arbitrase sehingga di luar hal-hal tersebut di atas Pengadilan
Negeri wajib menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang
sudah menentukan lembaga arbitrse sebagai badan penyelesaian
sengketanya (choice of forum).

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah
suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam
suatu petjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul
sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para
pihak setelah timbul sengketa.'*

Terkait dengan masalah perjanjian terdapat asas pacta sunt
servanda yang menjadi asas utama dalam hukum perjanjian
menegaskan bahwa para pihak terikat atas perjanjian yang disepakati.
Hal ini dikarenakan kekuatan mengikat suatu perjanjian dipersama-
kan dengan kekuatan hukum yang bersumber pada undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang

ARl S e

9 Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase.

10 Pasal 23-25 Undang-Undang Arbitrase.

11 Pasal 59, Pasal 61-65 Undang-Undang Arbitrase.

12 Pasal 65, Pasal 67-69 Undang-Undang Arbitrase.

13 Pasal 70-72, dan Pasal 75 Undang-Undang Arbitrase.
14 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase.
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mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan uraian di atas, kasus-kasus yang terjadi antara
Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk," atau PT Berkah
Karya Bersama melawan Siti Hardianti Rukmana kesemuanya
mengajukan gugatan ke pengadilan padahal sebelumnya mereka telah
bersepakat untuk menyelesaikan kasusnya di lembaga arbitrase.

Pada asas hukum terdapat adaginm “lex specyalist derogat legi
general” yang berarti “hukum yang khusus lebih diutamakan daripada
hukum yang umum”. Asas ini bermakna suatu ketentuan yang
bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh keten-
tuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.'® Pelaksanaan atas
asas ini adalah dipakai saat terdapat dua atau lebih ketentuan hukum
(peraturan) yang memiliki derajat yang sama dalam tingkatan (hirarki)
perundang-undangan seperti Undang-undang dengan Undang-
undang atau Peraturan Presiden dengan Peraturan Presiden dan
mengatur hal atau masalah yang sama pula.

Terkait dengan perebutan wewenang antara Pengadilan Negeri
dengan arbitrase untuk memeriksa suatu perkara diatur pada
peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang yaitu
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Keha-
kiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ke-
kuasaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pasal
10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan pasal di atas lembaga peradilan apapun yang
berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi Peradilan Umum,

15 Pada kasus Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk, PN Jakarta
Selatan menerima gugatan Mayora menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999
tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora.

16 Marwan Mas, Pengantar Iimn Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia), 2004,
hlm. 112.
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Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha
Negara serta Mahkamah Konstitusi dilarang untuk menolak
mengadili suatu perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan
tersebut yang dikarenakan dasar hukumnya tidak ada atau kurang
jelas kecuali yang secara tegas bukan merupakan kewenangan
mutlaknya (kompetensi absolut) sebagaimana yang sudah diatur baik
dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-
undangan. Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman diperkuat
dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi
sebagai berikut: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat”.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan dan memperkuat atas Pasal 10
ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan kepada juru
damai peradilan (hakim) untuk dapat menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya dengan mempelajari dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahkan
hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan pengkajian dan
penelitian hukum melalui penafsiran dan konstruksi hukum.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, memberikan pengertian penaf-
siran adalah suatu kegiatan dalam usaha memberikan penjelasan atau
pengertian atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya
schingga orang lain dapat memahaminya. Tujuannya tidak lain adalah
mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para
pembuatnya.'” Adapun konstruksi hukum adalah pekerjaan dengan
akal atau merupakan suatu proses berfikir dari hakim dengan melalui
analogi, penghalusan hukum dan apgumentum a contrario.”” Kansil
menerangkan bahwa penafsiran hukum (interpretasi hukum) dapat
dilakukan melalui penafsiran-penafsiran sebagai berikut yang me-
liputi penafsiran gramatikal (tata bahasa), autentik (penafsiran resmi/
sahih), historis (sejarah), sistematis, nasional, teleogis, ekstentif
(memperluas arti), restriktif (mem)persempit artl), analogis, dan
agumentum a contrario (pengingkaran).”

Terkait dengan sengketa bisnis yang merupakan bagian dari
perkara perdata maka diantara lembaga peradilan yang berada di

17 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT
Alumni, Bandung, 2000, hlm. 20.

18 Tbid, hlm. 53.

19 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmn Hukum dan Tata Hukum Indonesia, P'T Balai
Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 66-69.
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bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili perkara
bisnis tersebut adalah Pengadilan Negeri yang berada di bawah
Peradilan Umum. Hal ini didasarkan pada Pasal 50 UU Peradilan
Umum yang berbunyi sebagai berikut:
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa,
mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan
perkara perdata di tingkat pertama.

Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan dan diundangkan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan pertimbangan bahwa
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,
penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke
peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan bahwa peraturan
perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa
melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia
usaha dan hukum pada umumnya.

Diantara hal yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase ini
adalah mengenai kewenangan lembaga arbitrase. Pasal 1 ayat (1) UU
Arbitrase mengatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka persyaratan suatu
perkara dapat diperiksa oleh lembaga arbitrase adalah: Pertama,
Terdapat perjanjian arbitrase. Dalam Pasal 1 ayat (3) memberikan
pengertian perjanjian arbitrase sebagai berikut:

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula

arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang

dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu
perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa.

Dengan demikian waktu kesepakatan pembuatan perjanjian
arbitrase dapat dilakukan sebelum sengketa terjadi yang disebut de
Sactum  compromitendo dalam bentuk klausul arbitrase atau sesudah

sengketa terjadi yang disebut akza compromice.
Kedna, Objek perkaranﬁa adalah sengketa perdata. Dalam Pasal
5 ayat (1) menjelaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan
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melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan
mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

enjelasan Pasal 66 huruf b menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah
kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan,
keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

engan demikian, apabila terdapat suatu perjanjian dalam
bidang perdagangan yang memuat perjanjian arbitrase maka perkara
tersebut menjadi objek perkara kewenangan lembaga arbitrase untuk
memeriksanya dan menutup kepada lem%)aga peradilan lain. Hal ini
selaras dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri
tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah
terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian Pasal 11 ayat (1) dan (2)
menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis
meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa
atau beda ﬁendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan
Negeri. Sehingga, Pen%adilan Negeri wajib menolak dan tidak akan
campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat pasal
yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
yakni diatur dalam Pasal 59-61. Hanya pengaturannya masih bersifat
umum tidak secara rinci sebagaimana dalam Undang-Undang
Arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa
UU Kekuasaan Kehakiman merupakan /lex generalist (aturan umum)
sedangkan UU Arbitrase adalah /zex .geczd/m‘ (aturan khusus). Pen-
dapat ini selaras dengan Pasal 61 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di

luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal

59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu sikap lembaga peradilan (/#igation) memeriksa
perkara yang terdapat perjanjian arbitrase seperti dalam kasus
Bankers }i”rust melawan PT Mayora Indah Tbk dan PT Berkah
Karya Bersama melawan Siti Hardianti Rukmana merupakan bentuk
pelanggaran terhadap sistem hukum Indonesia.

D. Penutup

Perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak dalam
bidang bisnis (perdagangan) baik sebelum sengketa terjadi (pactum de
compromitendo) maupun sesudah sengketa terjadi (acta compromise)
bersifat mengikat dan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan
masalahnya serta menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri
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untuk menolak memeriksa perkara tersebut dengan berlandaskan
dan memberlakukan UU arbitrase yang merupakan aturan khusus
(lexc specialis?) untuk aturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan
(non litigation) melalui lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa dibandingkan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang
membahas penyelesaian sengketa secara umum (lex generalist).
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